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Menimbang : a. babwa unruk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah perlu rnembentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk 
rnelaksanakan sebagian kegiaLan teknis operasional dan/atau kegiatan 
teknis penunjang tertenru perangkat daerah induknya; 

b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam 
kehidupan berkeluarga clan bermasyarakat sering mcngalami 
permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu 
dibantu pcnyclcsaiannya agar terpenubi hak-ha.knya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Pernbentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1995 tentang pembcntukan Kota 
Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nornor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-lJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.587) 
sebagairnana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Kendari; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari; 
3. Walikota adalah Walikota Kcndari; 
4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari; 
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Ana.k Kota 

Kendari; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Kendari; 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kcgiatan tekriis operasional dan/ a tau 
kegiatan teknis penunjang tertentu: 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya 
d.isingkal UPTD PPA adalah unsur pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari; 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang 
selanjutnya disingkat Kepala UPTU PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pada Dinas Pembcrdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Kota 
Kendari; 

10. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan 
pelayanan sesuai bidang keahliannya dalarn jenjangjabatan pelaksana; 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada kcahlian dan 
keterampilan tertentu; 

Pa:s;:tl 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGAN1SASI, TUGAS DAN FUNGSl, SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAK.SANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN AN.I\.K 
(UPTD PPA) PADA DIN AS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KOTA KENDARl PROVINS! SULAWESI TENGGARA. 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan: 

6. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 
2017 tentang Pedoman Pernbentukan dan Klasiflkasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah [Bcrita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

7. Peratu.ran Menteri Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedornan Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornur 5 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota. Kendari (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5). 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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(1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri alas: 
a. Kepala UPI'D; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Pelaksana; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(2) Bagan organisasi UPTD Perlindungan Perernpuan dan Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), tercaritum dalam la.mpiran peraturan walikota ini. 

Pasal 5 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2, dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi; 
(2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : 

a.UP'fD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.dan 
b.UPTD kelas B untuk mewadai bcban kerja yang kecil, 

(3) Penentuan klasifikasi UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur de.ngan 
Peraturan Menteri. 

(4) Klasifikasi UPTD Perlindungan Perernpuan dan Anak, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatas adalah Kelas A. 

Pasal4 

Bagian Ketiga 
Klasifikasi 

(1) UPTD dipimpin oleb Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas; 

(2) UPTD merupakan bagjan dari perangkat daerah; 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

(1) Dengan Peraturan Walikota Kendari ini maka dibentuk UPTD pada Dinas 
Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebut Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 



(1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (l) huruf c terdiri 
dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan pelaksana sesuai bidang 
kcahliannya; 

Pasal 10 
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(1) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; 
pela.ksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; penyiapan baban administrasi 
surnber daya marnrsia; pela.ksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; 
dan pelaksanaan kerumahtanggaan. 

(2) Sub. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayal (l) huruf b 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perernpuan dan Anak. 

PasaJ 9 

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas rnemimpin, 
mengordinasikan dan rnengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan 
perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengo.lami masalah kekcrasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus dan masalab lainnya serta bertanggung jawab atas 
terlaksananya tugas dan fungsi UPfD. 

Pasal 8 

BABV 
URAIAN TOGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 

Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Perlindungan 
Perernpuan dan Anak menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian dan pengendalian sernua kegiatan penyelenggaraan layanan 
UPTD PPA; 

b. Penyusunan program kerja UPfD PPA; 
c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. Pelaksanaan evaluasi basil kerja UPfD PPA; 
e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD 

PPA; 
f. Pelaksanaan adrninistrasi UPTD PPA; 
g. Penerimaan laporan pengaduan perrnasalahan perempuan dan anak; 
h. Pelaksanaan penjangkauan, identifikasi dan kebutuhan perempuan dan ana.k 

yang mengalarni permasalahan; 
1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas clan 

fungsinya, dan seterusnya. 

Pasal 7 

UPTD Perl:indungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan kegiatan teknis 
operasional di wiJayah kcrjanya dalam memberikan Iayanan bagi perempuan dan ana.k 
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, don masalah 
lainnya. 

Pasal 6 

BAB IV 
Tugas dan Fungsi 



(1) Pengangkatan, kepangkatan dan pember hatian dalam jabatan struktural dan 
Iungsional di lingkungan UPTD Perlindungan Perernpuan dan Anak berpedoman 
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas; 
{3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon lVb atau 

Jabatan Pengawas; 
(4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleb 

Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; 

BAB VII 
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI 

DAN PEMBERHENTlAN DALAM JABATAN 

Pasal 13 
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Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas: 
(1) Jabatan Struktural: 

a. Kepala UPTD; dan 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
Jabatan Pelaksana : 

(2) a. Konselor Psi.kologi/Hukum; 
b. Mediator; 
c. Pengadministrasi Umum; 
d. Pengemudi; 
e. Petugas Keamanan; dan 
f. Penjaga Asrarna 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional : 
a. Psikolog Klinis; dan 
b. Pekerja SosiaJ 

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA tercanturn daJam lampiran peraturan ini. 

Pasal 1.2 

BAB VI 
SUSUNAN ORGANISASI UP'l'D 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalarn 
jenjang jabatan fungsional yang terbag:i dalam beberapa kelornpok sesuai bidang 
keahliannya; 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota dan dalarn 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UP1'D; 

(3) -Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan bcban kerja; 

(4) Jenis jabatan fungsional sebaga.imana dirnaksud pada ayat (l) diatur scsuai 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh scorang 
kepala sub bagian yang ditunjuk oleh walikota dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala UPI'D melalui kepala sub bagian; 

(3) Jumlah Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kcrja; 

(4) .Jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Dalam melaksanakan tugasnya, KepaJa UPTD dibantu oleh Kepala sub bagian Tata 
Usaha, jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional, dan dalam rangka 
pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengaclakan rapat bcrkala, 
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Pasal 20 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPfD dari bawahannya, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk teknis kcpada bawahannya. 

Pasal 19 

Kcpala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti clan mematuhi petunjuk serta 
bertanggung jawab pada atasannya dan rnenyampaikan laporao secara berkala tepat 
pada waklunya. 

Pasal 18 

Kepala, UPTD mernirnpin dan mengkoordinir bawahannya dalam rnelaksanakan tugas clan 
mernberikan birnbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas dan Iungsi masing­ 
masing bawahannya. 

Pasal 17 

Kepala UPTD wajib rnengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila tcrjadi 
penyirnpangan agar mengambil Jangkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA, wajib menerapkan prinsip koorclinasi, 
inregrasi dan sinkrcnisasi baik dalam lingkungan internal maupun antar satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pernerintah 
Daerah sesuai dengan tugas masing-rnasing. 

Pasal 15 

BABIX 
TATAKERJA 

Pernbiayaan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibebankan pada APBI) Kata Kendari dan sumber lain 
yang sah clan tidak mengikat sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 14 

BABVIll 
PEMBIAYAAN 

(5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UP'l'D Perlindungan Perempuan dan Anak 
ditetapkan dengan Peraturan Waiikota sesuai pedornan yang ditetapkan oleh 
Pernerintah. 

..... 



7 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggaJ f '1 T • /0 ~ 2020 

, SEK&ETARIS DAERAH KOTA KENDARI 
*,e!~ 

• / u<",t;~\ Cl 1'. "' . A - r<,. ' 
Hj. 'N:AHWA UMAR 

BERJTA DAERAfl KOTA KENDARJ TAHUN 2020 NOMOR6 / 

Ditetapkan di Kendari 

Peraruran Walikota ini rnulai berlaku pada tangga 1 diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 21 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

I ' \ 
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KEPALA VPTD - PPA 

KELOMPOK JABATAN 
KASUBAGTU FUNGSIONAL 

PENGADMJNISTRASJ PENGEMUDJ UMUM 

PENJAGA - - 
KEAMANAN 

<?it 

' KONSELOR PENJAGA 
MF-DIA TOR (PSIKOLOGIS/HUKUM AS RAMA 

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

KOTA KENDARI 

: PERATURAN WALIKOTA KENDARJ ; 6 I TAHUN 2020 : "}_ r- - lD - 2020 

: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SVSUNAN ORGANISASI DAN FUNG$!, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERA.t-I PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANA.K PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERL!NDUNGAN ANAK KOTA KENDARI 

LAMPIRAN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENTJ\NG 

' . . 
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